BAB II

LANDASAN TEORI

Sebelum masuk pada bahasan tentang budaya kerja, pelayan konsumen,
dan kepuasan konsumen, terasa hambar apabila kita tidak mengetahui posisi
lembaga/bagaian kemahasiswan dalam suatu unit birokrasi. Birokrasi sendiri
muncul karena andanya perkembangan teori administrasi yang muncul dari
seorang Bapak sosiolog Jerman yang dikenal sebagai Bapak Birokrasi yakni Max
Weber. Sedang istilah birokrasi berasal dari bahasa Perancis, bureau yang berarti
meja, yang kemudian pengertiannya berkembang menjadi kekuasaan yang
diwenangkan di meja-meja kantor.! Akan tetapi apabila menggunakan kamus
Besar-Bahasa Indonesia (2000), birokrasi mempunyai dua pengertian yakni:

1) Sistem pemerintahan yang dijalankan oleh pegawai pemerintah karena telah
berpegang pada hierarki dan jenjangg jabatan

2) Cara bekerja atau susunan pekerjaan yang serba lamban, dan menurut tata
aturan (adat lainnya) yang berliku-liku.

Dalam praktiknya yang disebutkan dalam buku Manajemen (Teori,
Praktik, dan Riset Pendidikan) yang ditulis oleh Husain Usman menyebutkan
bahwa regulasi dan birokrasi dapat berkembang secara berlebihan karena:
lemahnya konrol, ambisi berlebihan untuk menambah pemasukan daerah, adanya
untuk kekuasaan pejabat bahwa dirinya harus dianggap penting sehingga segala

sesuatu harus melalui persetujuannya, memang dikondisikan untuk membuka

! Husaini Usman, 2010. Manajemen, Teori, Praktik, dan Riset Pendidikan. hlm. 31
11
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pungutan liar, kolusi, dan korupsi. Dalam hal ini menurut Weber hal tersebut
merupakan ciri pola organisasi yang strukturnya dibuat sedemikian rupa agar
dapat memanfaatkan tenaga ahli dengan maksimal serta organisasi diatur secara
rasional, impersonal, dan bebas dari sikap prasangka.” Sejalan dengan hal
tersebut, (Jones:2007:130) mengemukakan beberapa prinsip birokrasi yakni:*
1) Berdasarkan konsep otoritas legal rasional.
2) Peran organisasi didasarkan pada kompetensi.
3) Tanggung jawab peran dan otoritas pembuatan keputusan serta hubungan
dengan peran yang lain dinyatakan dengan jelas.
4) Pengorganisasian peran sedemikian rupa sehingga setiap posisi hierarki yang
lebih rendah diawasi oleh hierarki diatasnya.
5) Aturan, prosedur operasi standar, dan norma dipergunakan untuk mengontrol
perilaku dan hubungan antarperan dalam organisasi.
6) Tindakan administratif, keputusan, dan aturan-aturan dirumuskan tertulis.
Hal yang dikemukakan oleh Weber pada paragraf diatas juga tergambar
dalam struktur yang tertera pada bagan Organisasi Tenaga Kerja (Ortaker) UIN

Sunan Ampel Surabaya berikut:

> Ibid. ,hlm. 31
? Dr. Uhar Suharsaputra, 2015. Manajemen Pendidikan Perguruan Tinggi. hlm. 53
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Pada gambarbagan diatas bagian kemahasiswaan berada dibawah garis
koordinasi dengan Biro Administrasi Akademik, Kemahasiswaan dan Kerjasama
(Biro AAKK). Dan pada bagiannya terdapat sub-bagian diantaranya: Sub. bagian
kemahasiswaan, Sub. bagian bina bakat dan minat mahasiswa dan Sub. bag
administrasi alumni. Pada posisi tersebut juga telah ditempatkan tenaga ahli yang
menangani seperti: Kabag. Kemahasiswaan dan alumni Biro Administrasi
Akademik, Kemahasiswaan dan Kerjasama UIN Sunan Ampel Surabaya (Drs. H.
Jainuddin, M.Si.), Kasubbag. pemberdayaan alumni (Drs. H. Syaikhul Amin.
M.M., Kasubbag. Administrasi dan pembinaan (Drs. Nurhadi,M.M.)."

Untuk menunjang pekerjaan yang dilakukan suatu organisasi dalam
pembahasan ini efektifitas yang secara kuantitatif menjadi perbandingan antara
hasil yang diperoleh kemudian dibagi dengan target yang dicapai. > Karena pada
dasarnya efektif (hasil guna) adalah tingkat keberhasilan pencapaian tujuan
(outcomes) dengan cara melakukan pekerjaan yang benar (do the right things) dan
juga mampu mencapai tujuan dengan baik. Menurut Gibson (et.al. 2003) dalam
buku yang ditulis oleh Husaini Usman menyebutkan bahwasannya keefektifan
dapat dilihat dari tiga prespetif yakni:

1) Keefektifan individual (input), ditentukan oleh pengetahuan, sikap
kemampuan (keterampilan), motivasi, dan stress.
2) Keefektifan kelompok (proses), ditentukan oleh kekompakan (cohesiveness),

kepemimpinan, struktur, status, peran, dan norma.

*http://www.uinsby.ac.id/id/197/administrasi-universitas.html, di  akses pada 12
Desember 2015
5 Husaini Usman, 2010. Manajemen, Teori, Praktik, dan Riset Pendidikan. hlm. 3
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3) Keefektifan organisasi, ditentukan oleh lingkungan, teknologi, pilihan

strategis, struktur, proses dan budaya.

1.1.Hakikat Budaya Kerja
1.1.1. Pengertian Budaya Kerja

Budaya secara harfiah berasal dari bahasa latin yaitu colere
yang memiliki arti mengerjakan tanah, mengolah, memelihara
ladang  (Soerjanto  Poespawardojo: 1993). Budaya atau
kebudayaan juga berasal dari bahasa sansekerta yaitu buddhayah,
yang merupakan bentuk jamak dari buddhi (budi atau akal)
diartikan sebagai hal-hal yang berkaiatn dengan budi-akal
manusia. Menurut Koentjaraningrat budaya adalah keseluruhan
sistem gagasan tindakan dan hasil karya manusia dalam rangka
kehidupan masyarakat yang dijadikan miliki diri manusia dengan
cara belajar.’

The american herritage dictionary mengartikan kebudayaan
adalah sebagai suatu keseluruhan dari pola perilaku yang
dikirimkan melalui kehidupan sosial, seni agama, kelembagaan,
dan semua hasil kerja dan pemikiran manusia dari suatu
kelompok manusia. Kerja adalah melakukan sesuatu hal yang
diperbuat atau arti lain dari kerja yaitu melakukan sesuatu untuk

mencari nafkah. Sehingga kata budaya dan kerja digabungkan

% Dr. Tubagus Achmad Darojat, M.Pd. 2015. Pentingnya Budaya Kerja Tinggi & Kuat
Absolute. hlm. 29
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memiliki pengertian yaitu nilai. Nilai sosial atau suatu
keseluruhan pola perilaku yang berkaitan dengana kal dan budi
manusia dalam melakukan suatu pekerjaan.

Sedangkan menurut kamus kamus webster Budaya kerja,
adalah ide, adat, keahlian seni, dan lain-lain yang diberikan oleh
manusia dalam waktu tertentu. Budaya menyangkut moral, sosial,
norma-norma perialku yang medasarkan pada kepercayaan,
kemampuan dan prioritas anggota organisasi. Kekuatan yang
paling kuat mempengaruhi budaya kerja adalah kepercayaan dan
sikap para pegawai tetapi budaya kerja dapat positif, namun juga
dapat negatif.” Budaya kerja berdampak positif dapat
meningkatkan produktifitas kerja, sebaliknya yang bersifat
negatif akan merintangi perilaku, menghambat efektifiitas
perorangan maupun kelompok dalam organisasi.

Dalam budaya kerja ada simbol (tindakan, rutinitas,
percakapan, dan seterusnya) dan pemahaman budaya yang
dicapai melalui interkasi yang terjadi antar karyawan dan pihak
manajemen. Aktualisasi budaya kerjanya pun mengandung
komponen-komponen nilai yang dimiliki seorang karyawan,
sebagai berikut:

1. Pemahaman substansi dasar tentang makna bekerja

7 Uhar Suharsaputra. Manajemen Pendidikan Perguruan Tinggi. Bandung: PT Refika
Aditama. hlm. 54
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2. Sikap baik terhadap pekerjaan dan lingkungan pekerjaan
3. Perilaku ketika bekerja yang benar

4. Etos kerja

5. Sikap terhadap waktu

6. Cara atau alat yang digunakan untuk bekerja

1.1.2. Terbentuknya Budaya Kerja
Terbentuknya budaya kerja tentunya diawali dengan tingkat
kesadaran pemimpin, karena besarnya hubungan antara pemimpin
dengan bawahannya sangat menentukan cara tersendiri apa yang
dijalankan dalam perangkat satuan kerja dalam oraganisasi. Dari
setiap budaya kerja mempunyai nilai dan makna, antara lain
menumbuhkan:®
a. Disiplin; perilaku yang senantiasa berpijak pada peraturan
dan norma yang berlaku diorganisasi. Disiplin meliputi
ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan, prosedur,
waktu kerja, berinteraksi dengan mitra dan sebagainya.
b. Keterbukaan, kesiapan untuk memberi dan menerima
informasi yang benar dari dan kepada sesama mitra kerja

untuk kepentingan perusahaan.

¥ Dr. Tubagus Achmad Darojat, M.Pd. 2015. Pentingnya Budaya Kerja Tinggi & Kuat
Absolute. hlm. 31
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c. Saling menghargai; perilaku yang menunjukkan penghargaan
terhadap individu, tugas dan tanggung jawab orang lain
sesama mitra kerja.

d. Kerjasama; kesediaan untuk memberi dan menerima
kontribusi dari dan atau kepada mitra kerja dalam mencapai

sasaran dan target perusahaan.

1.1.3. Tujuan Budaya Kerja
Budaya kerja memiliki tujuan untuk mengubah sikap dan
perilaku SDM yang ada agar dapat meningkatkan produktifitas
kerja untuk menghadapi berbagai tantangan dimasa yang akan
datang.” Dengan demikian tujuan budaya kerja yakni sebagai

berikut:'°

1. Memahami pola kerja suatu perusahaan

2. Mengimplementasikan pola kerja yang sesuai di tempat kerja

3. Menciptakan suasana harmonis dengan patner kerja atau
dengan klient

4. Membangun rasa kerjasama terhadap rekan kerja dalam team

5. Bisa beradaptasi dengan lingkungan secara baik

1.1.4. Manfaat Budaya Kerja

°Leon Shiffmandan Leslie Lazar Kanuk.Perilaku Konsumen Edisi Ketujuh. Jakarta: PT
Indeks. hlm. 24
' Ibid. him. 34
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Adapun manfaat budaya kerja dalam suatu pekerjaan:''
Menjamin hasil kerja dengan kualitas baik
Keterbukaan anatara para individu dalam melakukan pekerjaan
Saling bergotong royong apabila dalam suatu pekerjaan ada
masalah yang sulit
Menimbulkan rasa kebersamaan antara individu dengan
individu lain dalam pekerjaan
Cepat menyesuaikan diri dengan perkembangan yang terjadi di
dunia luar (teknologi, masyarakat, sosial, ekonomi, dan lain-
lain).

Sedangkan manfaat dari penerapan budaya kerja yang baik

secara psikologis adalah sebagai berikut:'*

1. Meningkatkan jiwa gotong-royong
2. Meningkatkan kebersamaan
3. Saling terbuka satu sama lain
4. Meningkatkan jiwa kekeluargaan
5. Meningkatkan rasa kekeluargaan
6. Membangun komunikasi yang lebih baik
7. Meningkatkan produktivitas kerja
8. Tanggap dengan perkembangan dunia luar, dan lain-lain.
9. Menciptakan suasana nyaman
"' Tbid .hIm. 34

">Robbin Stephen P. dan Timothy A. Judge. Perilaku Organisasi. Jakarta: Penerbit
Salemba Empat. hlm. 112
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10. Dapat menciptakan kekompakan dalam bekerja

11. Meningkatkan kerjasama

1.1.5. Budaya Kerja di Perkantoran

Budaya kerja diperkantoran adalah kedisiplinan dan budaya

sikap kesopanan. Agar budaya kerja dapat tumbuh kembang

dengan subur dikalangan karyawan dan staf maka dibutuhkan

pendekatan-pendekatan melalui tindakan manajemen puncak dan

. .13
proses sosialisasi.

l.

Tindakan manajemen puncak

Apa yang dikatakan manajemen puncak akan menjadi
panutan  karyawan. Bagaimana manajemen puncak
berperilaku akan menunjukkan karyawan bersikap dalam
berkomunikasi dan berprestasi untuk mencapai standar kinerja
perusahaan. Bagaimana manajemen puncak menegakkan
norma-norma kerja akan menumbuhkan integritas dan
komitmen karyawan yang tinggi. Imbalan dan hukuman yang
diberikan manajemen puncak akan memacu karyawan untuk
meningkatkan semangat dan disiplin kerja.
Proses sosialisasi

Proses sosialisasi dilakukan dalam bentuk advokasi

bagi karyawan baru untuk penyesuaian diri dengan budaya

B Ibid. him. 48
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organisasi. Sosialisasi dilakukan ketika mereka sedang dalam
tahap penyeleksian atau prakedatanagan. Setelahh diterima,
karyawan baru melihat kondisi organisasi sebenarnya dan
menganalisis harapan kenyataan, antara lain lewat proses
orientasi kerja. Pada tahap ini para karyawan berada dalam
tahap perjuangan untuk menentukan keputusan apakah sudah
siap menjadi anggota sosial dalam sistem sosial perusahaan,
ragu-ragu ataukah mengundurkan diri.

Dalam proses sosialisasi ini, seperti halnya yang ada di
Kampus UIN Sunan Ampel Surabaya melalui Menag sempat
disinggung lima budaya kerja untuk diterapkan di lingkungan
Kemenang, diantaranya yakni Lima budaya kerja tersebut
diantaranya yakni: Integritas, profesionalitas, inovasi,
tanggungjawab, dan keteladanan.'* Dalam kamus manajemen,
intergitas dapat diartikan dengan kompakan, kewibawaan, dan
selalu siap sedia, profesional diartikan dengan terampil pada
bidangnya, inovasi diartikan dapat memberikan suatu
pembaharuan seperti halnya menggunakan media yang dapat
mengefisiensikan waktu sehingga tidak membuang waktu dalam

menyelesaikan permasalahan, kemudian bertanggung jawab, dan

dapat memberi keteladanan diartikan dapat dijadikan panutan.

14 Rtn-Humas UINSA. 4 Januari 2016. Peringatan HAB Ke-70 Menteri Agama RI Ajak
Mewujudkan Lima Nilai Budaya Kerja (online),
(http://www.uinsby.ac.id/news/id/12465/peringatan-hab-ke-70-menteri-agama-ri-
ajak-mewujudkan-lima-nilai-budaya-kerja, diakses pada 4 Januari 2016)
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1.2. Pelayanan Publik
1.2.1. Pengertian Pelayanan

Layanan adalah cara melayani. Pelayanan adalah
kegiatan atau urutan kegiatan yang terjadi dalam interaksi
langsung antar seseorang dengan orang lain atau mesin secara
fisik dan menyediakan kepuasan pelanggan.'”” Berdasarkan
pendapat diatas maka Penulis berpendapat bahwa Pelayanan
adalah usaha sadar dalam penyelenggaraan layanan untuk
masyarakat sesuai dengan tugas dan kewajiban yang mereka

emban dengan rasa saling menghargai.

1.2.2. Pengertian Pelayanan Publik

Menurut Poltak Lijan (2008), berpendapat bahwa:
Pelayanan Publik adalah setiap kegiatan yang dilakukan oleh
pemerintah terhadap sejumlah manusia yang memiliki setiap
kegiatan yang mengntungkan dalam suatu kumpulan atau
kesatuan, dan menawarkan kepuasan meskipun hasilnya tidak
terikat pada suatu produk secara fisik.'® Poltak Lijan (2008),
menyatakan bahwa: Pelayanan publik adalah sebagai pemberian

layanan (melayani) keperluan orang atau masyarakat yang

" Lijan Poltak Sinambela, dkk. 2008., RevormasiPelayanan Publik sebuah Teori,
Kebijakan, dan Implementasi (Jakarta: PT. Bumi Aksra, 2008),hlm. 5
"*Ibid, him. 5
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mempunyai kepentingan pada organisasi sesuai dengan aturan
pokok dan tata cara yang telah ditetapkan.'’

Hakekat pelayanan publik adalah pemberian pelayanan
prima kepada masyarakat yang merupakan perwujudan
kewajiban aparatur negara sebagai abdi masyarakat. Menurut
Kepmenpan No.63/KEP/M.PAN/7/2003, Pelayanan publik
adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh
penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan
kebutuhan penerima pelayanan maupun pelaksana ketentuan
peraturan perundang—undangan.18 Konsep dasar Pelayanan
Publik adalah Pelayanan Umum, dan mendefinisikan Pelayanan
Umum adalah suatu proses bantuan kepada orang lain dengan
cara-cara tertentu yang memerlukan kepekaan dan hubungan
interpersonal tercipta kepuasan dan keberhasilan. Setiap
pelayanan menghasilkan produk, baik berupa barang dan jasa."

Dari beberapa pengertian pelayanan dan pelayanan
publik yang diuraikan tersebut, dapat disimpulkan bahwa:
pelayanan publik adalah sebagai pemberi layanan atau melayani
keperluan orang atau masyarakat dan/atau organisasi lain yang

mempunyai kepentingan pada organisasi, sesuai dengan aturan

"Ibid, him. 5

' Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : Kep/63/M.Pan/7/2003
Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

1 Undang-undang Republik Indonesianomer 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
Bab 1 Ketentuan Umum pasal 1
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pokok dan tata cara yang ditentukan dan ditujukan untuk

memberikan kepuasan kepada penerima pelayanan.

1.2.3. Asas-asas Pelayanan Publik

Pelayanan publik memiliki beberapa asas dalam

penyelengaraannya Asas Pelayanan Publik tersebut sebagai

berikut:

1)

2)

3)

4)

S)

Transparansi. Bersifat terbuka, mudah dan dapat diakses
oleh semua pihak yang membutuhkan dan disediakan secara
memadai serta mudah dimengerti.

Akuntabilitas. Dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kondisional. Sesuai dengan kondisi dan kemampuan
pemberi dan penerima pelayanan dengan tetap berpegang
pada prinsif efisiensi dan efektivitas.

Partisipatif. Mendorong peran serta masyarakat dalam
penyelenggaraan pelayanan publik dengan memperhatikan
aspirasi, kebutuhan dan harapan masyarakat.

Kesamaan hak. Tidak diskriminatif dalam arti tidak
membedakan suku, ras, dan agama, golongan, gender dan

status ekonomi.

1.2.4. Penyelenggaraan Pelayanan Publik
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Keberhasilan pelayanan masyarakat ditentukan oleh
kompetensi yang memberikan pelayanan, Prosedur pelayanan
publik harus sederhana, tidak berbelitbelit, mudah dipahami, dan
mudah dilaksanakan, serta diwujudkan dalam bentuk Bagan Alir
(Flow Chart) yang dipampang dalam ruangan pelayanan.

Pelaksanaan pelanyanan publik sekurang-kurangmnya meliputi:*°

1. Landasan hukum pelayanan Publik,

2. Maksud dan tujuan Pelayanan Publik,

3. Sistem dan Prosedur Pelayanan Publik,

4. Persyaratan Pelayanan Publik,

5. Biaya Pelayanan Publik,

6. Waktu Penyelesaian,

7. Hak dan kewajiban pemberi dan penerima pelayanan publik,
dan

8. Pejabat penerima pengaduan pelayanan publik.

1.2.5. Prinsip-Prinsip Penyelenggaraan Pelayanan Publik
Ada sepuluh prinsip pelayanan umum yang diatur dalam
Keputusan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara

Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 Tentang Pedoman Umum

= Undang-undang Republik Indonesianomer 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
Bab 1 Ketentuan Umum pasal IPenyelenggaraan Pelayanan Publik.
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Penyelenggaraan Pelayanan Publik, kesepuluh prinsip tersebut

adalah sebagai berikut:*'

a. Kesederhanaan; Prosedur pelayanan publik tidak berbelit-belit,

mudah dipahami, dan mudah dilaksanakan.

b. Kejelasan:

1. Persyaratan teknis dan administratif pelayanan publik.

2. Unit kerja/pejabat yang berwenang dan bertanggung jaweb
dalam  memberikan  pelayanan dan  penyelesaian
keluhan/persoalan/sengketa dalam pelaksanaan pelayanan
publik. Rincian biaya pelayanan publik dan tata cara
pembayaran.

c. Kepastian waktu; Pelaksanaan pelayanan publik dapat
diselesaikan dalam kurun waktu yang telah ditentukan.

d. Akurasi; Produk pelayanan publik diterima dengan benar,
tepat dan sah

e. Keamanan; Proses dan produk pelayanan publik memberikan
rasa aman dan kepastian hukum.

f. Tanggung jawab; Pimpinan penyelenggara pelayanan publik
atau pejabat yang ditunjuk bertanggungjawab atas
penyelenggaraan pelayanan dan Penyelesaian

keluhan/persoalan dalam pelaksanaan pelayanan publik.

*'  Keputusan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor

63/KEP/M.PAN/7/2003 Tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan
Publik



1.2.6.

27

g. Kelengkapan sarana dan prasarana kerja, peralatan kerja dan
pendukung lainnya yang memadai termasuk penyediaan sarana
teknologi telekomunikasi dan informatika (teletematika).

h. Kemudahan Akses; Tempat dan lokasi sarana prasarana
pelayanan yang memadai, mudah dijangkau oleh masyarakat
dan dapat memanfaatkan teknologi telekomunikasi dan
informasi.

i. Kedisiplinan, Kesopanan dan Keramahan; Pemberi pelayanan
harus bersikap disiplin, sopan dan santun, ramah, serta
memberikan pelayanan dengan ikhlas.

J. Kenyamanan; Lingkungan pelayanan harus tertib, teratur,
disediakan ruang tunggu yang nyaman, bersih, rapih,
lingkungan yang indah dan sehat, serta dilengkapi dengan
fasilitas pendukung pelayanan, seperti parkir, toilet, tempat

ibadah dan lainnya.

Standar Pelayanan Publik

Setiap Penyelenggaraan pelayanan publik harus memiliki
standar pelayanan, sebagai jaminan adanya kepastian bagi
pemberi didalam pelaksanaan tugas dan fungsinya dan bagi
penerima pelayanan dalam proses pengajuan permohonannya.
Standar pelayanan merupakan ukuran yang dibakukan dalam

penyelenggaraan pelayanan publik sebagai pedoman yang wajib
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ditaati dan dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan, dan
menjadi pedoman bagi penerima pelayanan dalam proses
pengajuan permohonan, serta sebagai alat kontrol masyarakat
dan/atau penerima layanan atas kinerja penyelenggara pelayanan.
Oleh karena itu, perlu disusun dan ditetapkan standar
pelayanan sesuai dengan sifat, jenis dan karakteristik layanan
yang diselenggarakan serta memperhatikan lingkungan. Dalam
proses perumusan dan penyusunannya melibatkan masyarakat
dan/atau stakeholder lainnya (termasuk aparat birokrasi) untuk
mendapatkan saran dan masukan dan membangun kepedulian dan
komitmen. Setiap penyelenggaraan pelayanan publik harus
memiliki standar pelayanan dan dipublikasikan sebagai jaminan
adanya kepastian bagi penerima pelayanan. Standar pelayanan
merupakan ukuran yang dibakukan dalam penyelenggaraan
pelayanan publik yang wajib ditaati oleh pemberi dan atau
penarima pelayanan. Standar pelayanan, sekurang- kurangnya
meliputi:**
a. Prosedur pelayanan. Prosedur pelayanan yang dibakukan bagi
pemberi dan penerima pelayanan termasuk pengaduan.
b. Waktu Penyelesaian. Waktu penyelesaian yang ditetapkan
sejak saat pengajuan permohonan sampai dengan

penyelesaian pelayanan termasuk pengaduan.

22Undang-undang Republik Indonesianomer 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
Bab 1 Ketentuan Umum pasal 1
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c. Biaya Pelayanan. Biaya/ tarif pelayanan termasuk rinciannya
yang ditetapkan dalam proses pemberian pelayanan

d. Produk Pelayanan. Hasil pelayanan yang akan diterima sesuai
dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

e. Sarana dan Prasarana. Penyediaan sarana dan prasarana
pelayanan yang memadai oleh penyelenggara pelayanan
publik.

f. Kompetensi petugas pelayanan. Kompetensi petugas pemberi
pelayanan harus ditetapkan dengan tepat berdasarkan
pengetahuan, keahlian, keterampilan, sikap dan perilaku yang
dibutuhkan.

Sedangkan Lijan Poltak (1999) menyatakan bahwa:
Kualitas pelayanan prima yang tercermin sebagai berikut:*

a. Transparansi, yakni pelayanan yang bersifat terbuka, mudah
dan dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan dan
disediakan secara memadai serta mudah dimengerti.

b. Akuntabilitas, yakni pelayanan yang dapat
dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

c. Konditional, yakni pelayanan yang sesuai dengan kondisi dan
kemampuan pemberi dan penerima pelayanan dengan tetap

berpegang pada prinsip efisiensi dan efektivitas.

 Lijan Poltak Sinambela, dkk.,Revormasi Pelayanan Publik,...hlm. 6
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d. Partisipatif, yakni pelayanan yang dapat mendorong peran

serta masyarakat dalam penyelanggaraan pelayanan publik
dengn memperhatikan aspirasi, kebutuhan, dan harapan
masyarakat.

Kesamaan hak yaitu pelayanan yang tidak melakukan
diskriminasi dilihat dari aspek apa pun khususnya suku, ras,
agama, golongan, status sosial, dan lain-lain.

Keseimbangan hak dan kewajiban, yaitu pelayanan yang
mempertimbangkan aspek keadilan antara pemberi dan

penerima pelayanan publik.

1.2.7. Pelaksana dalam menyelenggarakan pelayanan publik

Pelaksana dalam menyelenggarakan pelayanan publik harus

berperilaku pelayanan Publik adalah sebagai bertikut: *

a.

C.

Fungisional adalah Pola pelayanan publik diberikan oleh
penyelenggara pelayanan, sesuai dengan tugas, fungsi dan
kewenangannya.

Terpusat adalah Pola pelayanan publik diberikan secara
tunggal oleh penyelenggara pelayanan  berdasarkan
pelimpahan wewenang dari penyelenggara pelayanan terkait
lainnya yang bersangkutan.

Terpadu Satu Atap

1. Pola pelayanan terpadu satu atap diselenggarakan dalam

satu tempat yang meliputi berbagai jenis pelayanan yang
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tidak mempunyai keterkaitan proses dan dilayani melalui
beberapa pintu. Terhadap pelayanan yang sudah dekat
dengan masyarakat tidak perlu disatu atapkan.

2. Terpadu satu pintu adalah Pola pelayanan terpadu satu
pintu diselenggarakan pada satu tempat yang meliputi
berbagai jenis pelayanan yang memiliki keterkaitan proses

dan dilayani melalui satu pintu.

d. Gugus tugas adalah Petugas pelayanan publik secara
perseorangan atau dalam bentuk gugus tugas ditempatkan
pada instansi pemberi pelayanan dan lokasi pemberian

pelayanan tertentu.

1.2.8. Pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik
Adapun untuk Pengawasan penyelenggaraan pelayanan
publik, dilakukan melalui:**
a. Pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik dilakukan

oleh pengawas internal dan pengawas eksternal.

# Undang-undang republik Indonesia Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
bagian Ketujuh Perilaku Pelaksana dalam Pelayanan pasal 35
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b. Pengawasan internal penyelenggaraan pelayanan publik
dilakukan melalui:

1. Pengawasan oleh atasan langsung sesuai dengan
peraturan perundang-undangan, dan

2. pengawasan oleh pengawas fungsional sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.

c. Pengawasan eksternal penyelenggaraan pelayanan publik
dilakukan melalui: pengawasan oleh masyarakat berupa
laporan atau pengaduan masyarakat dalam penyelenggaraan
pelayanan publik, dan pengawasan oleh ombudsman sesuai
dengan peraturan perundang-undangan; dan pengawasan oleh
Dewan Penvakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kabupaten /Kota.

1.3.Kepuasan Pelanggan
Dewasaini perhatian terhadap kepuasan maupun ketidakpuasan
pelanggan telah semakin besar karena pada dasarnya tujuan dari
suatuperusahaan adalah untuk menciptakan rasa puas pada pelanggan.
Semakin tinggitingkat kepuasan pelanggan, maka akan mendatangkan

keuntungan yang semakinbesar bagi perusahaan, karena pelanggan akan
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melakukan pembelian ulangterhadap produk perusahaan. Namun, apabila
tingkat kepuasan yang dirasakanpelanggan kecil, maka terdapat
kemungkinan bahwa pelanggan tersebut akanpindah ke produk pesaing.

Menurut Kotler, kepuasan adalah tingkat perasaan seseorang
setelahmembandingkan kinerja atau hasil yang dia rasakan dibandingkan
denganharapannya (Kotler dkk, 2000 : 52). Sedangkan Tse dan Wilton
(1988) dalamLupiyoado (2004:349) kepuasan atau ketidakpuasan
pelanggan adalah responpelanggan terhadap evaluasi ketidaksesuaian
(disconfirmation) yang dirasakanantara harapan sebelumnya dan kinerja
aktual produk yang dirasakan setelahpemakaiannya.

Wilkie (1990) mendefinisikannya sebagai suatu tanggapan
emosionalpada evaluasi terhadap pengalaman konsumsi suatu produk
atau jasa. Engel, et al(1990) menyatakan bahwa kepuasan pelanggan
merupakan evaluasi purna belidimana alternatif yang dipilih sekurang-
kurangnya sama atau melampaui harapanpelanggan, sedangkan
ketidakpuasan timbul apabila hasil (outcome) tidakmemenuhi harapan
(Tjiptono, 2004 : 349) .

Kepuasan pelanggan terhadap suatu produk ataupun jasa,
sebenarnyasesuatu yang sulit untuk didapat jika perusahaan jasa atau
industri tersebut tidakbenar-benar mengerti apa yang diharapkan oleh
konsumen. Untuk produk ataulayanan dengan kualitas yang sama, dapat

memberikan tingkat kepuasan yangberbeda-beda bagi konsumen yang
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berbeda. Oleh karena itu, suatu perusahaanharus selalu memperhatikan
kualitas produk maupun pelayanan yang diberikankepada konsumen.

Kepuasan pelanggan merupakan respon pelanggan
terhadapketidaksesuaian antara tingkat kepentingan sebelumnya dan
kinerja aktual yang dirasakannya setelah pemakaian (Rangkuti, 2002:30).
Kepuasan pelanggan dipengaruhi oleh persepsi kualitas jasa, kualitas
produk, harga dan faktor-faktor yang bersifat pribadi serta yang bersifat
situasi sesaat.

Gambar 2.3.1

Konsep Kepuasan Pelanggan

s N
Tujuan Kebutuhan dan
Perusahaan Keinginan Pelanggan
- J
v
( N
PRODUK Harapan Pelanggan
terhadap Produk
- J

Nilai Produk
Bagi
Pelanggan

v

Tingkat Kepuasan
Pelanggan

Sumber : Tjiptono, 1997:25

Dari berbagai pendapat yang dilontarkan para ahli bisa
disimpulkandefinisi kepuasan pelanggan adalah respon dari perilaku
yang ditunjukkan olehpelanggan dengan membandingkan antara kinerja

atau hasil yang dirasakandengan harapan. Apabila hasil yang dirasakan
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dibawah harapan, maka pelangganakan kecewa, kurang puas bahkan

tidak puas, namun sebaliknya bila sesuaidengan harapan, pelanggan akan

puas dan bila kinerja melebihi harapan,pelanggan akan sangat puas.

Menurut Kotler (2000:41), ada empat metode yang bisa digunakan

untuk mengukur kepuasan pelanggan, yaitu :

1.

Sistem keluhan dan saran

Perusahaan yang memberikan kesempatan penuh bagi pelanggannya
untukmenyampaikan pendapat atau bahkan keluhan merupakan
perusahaan yangberorientasi pada konsumen (costumer oriented).
Survei kepuasan pelanggan

Sesekali perusahaan perlu melakukan survei kepuasan pelanggan
terhadapkualitas jasa atau produk perusahaan tersebut. Survei ini
dapat dilakukandengan penyebaran kuesioner oleh karyawan
perusahaan kepada parapelanggan. Melalui survei tersebut,
perusahaan dapat mengetahui kekurangandan kelebihan produk atau
jasa perusahaan tersebut, sehingga perusahaandapat melakukan
perbaikan pada hal yang dianggap kurang oleh pelanggan.

Ghost Shopping

Metode ini dilaksanakan dengan mempekerjakan beberapa orang
perusahaan(ghost shopper) untuk bersikap sebagai pelanggan di
perusahaan pesaing,dengan tujuan para ghost shopper tersebut dapat

mengetahui kualitaspelayanan perusahaan pesaing sehingga dapat
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dijadikan sebagai koreksiterhadap kualitas pelayanan perusahaan itu
sendiri.

. Analisa pelanggan yang hilang

Metode ini dilakukan perusahaan dengan cara menghubungi
kembalipelanggannya yang telah lama tidak berkunjung atau
melakukan pembelianlagi di perusahaan tersebut karena telah
berpindah ke perusahaan pesaing.Selain itu, perusahaan dapat
menanyakan sebab-sebab berpindahnyapelanggan ke perusahaan
pesaing.Terciptanya kepuasan pelanggan dapat memberikan
beberapa manfaat,diantaranya adalah hubungan antara perusahaan
dan pelanggan jadi harmonis,memberikan dasar yang baik bagi
pembelian ulang dan terciptanya loyalitaspelanggan dan membentuk
suatu rekomendasi dari mulut ke mulut yangmenguntungkan bagi
perusahaan, reputasi perusahaan menjadi baik dimatapelanggan, dan

laba yang diperoleh menjadi meningkat.



